CASCADING KINERJA PERANGKAT DAERAH

Misi 1 Tujuan 1

Misi 4 Tujuan 3

Misi 5 Tujuan 1

Indikator Sasaran RPIJMD

Persentase penurunan pelanggaran perda

Indeks Ketahanan Daerah ( IKD )

Nilai SAKIP

Tujuan OPD

Meningkatkan ketertiban umum

Meningkatkan kapasitas ketangguhan
terhadap bencana

Meningkatnya tata kelola Perangkat Daerah

Indikator Tujuan OPD

Persentase penurunan pelanggaran Perda

Indeks Ketahanan Daerah ( IKD )

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Sasaran OPD

Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum

Meningkatnya penanganan bahaya
kebakaran

Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah

Indikator Sasaran OPD

Persentase penurunan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum

Persentase respon penanganan bahaya
kebakaran yang sesuai dengan SPM

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Program Prioritas OPD

. Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum

1. Pencegahan, Penanggulangan,
Penyelamatan Kebakaran Dan
Penyelamatan Non Kebakaran

Ml Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah Kab / Kota

dan Ketertiban Umum dalam 1 ( satu )
Daerah Kabupaten / Kota

Kabupaten/Kota dan Peraturan
Bupati/Wali Kota

Pemadaman, dan Penanganan Bahan
Berbahaya dan Beracun Kebakaran
Dalam Daerah Kabupaten / Kota

Indikator Program a. Persentase gangguan trantibum yang ib. Persentase pelanggaran perda yang Persentase kejadian kebakaran yang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
diselesaikan diselesaikan tertangani
Kegiatan OPD 1. Penanganan Gangguan Ketentraman ;2. Penegakan Peraturan Daerah 1. Pencegahan, Pengendalian, 1. Perencanaan, Penganggaran, dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri 2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran 2. Administrasi Keuangan Perangkat
Sipil (PPNS ) Kabupaten / Kota Daerah
3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat
Pencegahan Kebakaran Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah

Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah




Indikator Kegiatan OPD l.a. Persentase gangguan trantibum yang i2.a Persentase Warga Negara yang l.a  Persentase Warga Negara yang la Persentase penyusunan dokumen
ditindaklanjuti memperoleh layanan akibat dari memperoleh layanan penyelamatan perencanaan dan pelaporan yang
dampak penegakan hukum Perda dan dan Evakuasi korban kebakaran tepat waktu dan sesuai standar
2.a  Persentase peralatan proteksi 2.a Persentase pelayanan administrasi
kebakaran yang diinspeksi keuangan perangkat daerah sesuai
standar
1.b. Persentase anggota linmas yang 3.a Persentase PPNS perda yang 3.a  Persentase laporan hasil 3.a Persentase pelayanan administrasi
memiliki kapasitas siap siaga memperoleh pembinaan pemberdayaan masyarakat dalam kepegawaian perangkat daerah yang
gangguan trantibum pencegahan kebakaran yang tersusun sesuai standar
tepat waktu
4.a Persentase ketersediaan administrasi
umum perangkat daerah sesuai
standar
5.a Persentase BMD yang terpelihara
sesuai standar
Sub Kegiatan OPD 1.1 Pencegahan Gangguan Ketenteraman i2.1  Sosialisasi Penegakan Peraturan 1.1 Pencegahan Kebakaran dalam daerah 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kabupaten / Kota Perangkat Daerah
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Kota
Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan, dan Pengawalan
Indikator Sub Kegiatan OPD 1.1.a Jumlah lokasi gedung pemkot blitar 2.1.a Jumlah peserta sosialisasi produk 1.1.a Jumlah laporan patroli wilayah 1.1.a Jumlah jenis dokumen perencanaan
yang diamankan hukum terkait ketentraman dan pencegahan kebakaran perangkat daerah yang tersusun
ketertiban umum (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP,
Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)
1.1.b Jumlah laporan pengamanan lokasi
kegiatan pemerintah daerah dan
pejabat negara
1.1.c Jumlah laporan patroli gangguan
tibum tranmas
1.1.d Jumlah laporan penanganan
gangguan tibum tranmas
1.1.e Jumlah laporan pengamanan dan
pengawalan pejabat daerah dan tamu
VVIP
Sub Kegiatan OPD 1.2 Penindakan atas Gangguan 2.2 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap 1.2 Pemadaman dan Pengendalian 1.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan

Ketenteraman dan Ketertiban Umum
Berdasarkan Perda dan Perkada
melalui Penertiban dan Penanganan
Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa

Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Wali Kota

Kebakaran dalam Daerah Kabupaten /
Kota

Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD




Indikator Sub Kegiatan OPD Jumlah laporan patroli gabungan 2.2.a Jumlah laporan penyelidikan dan 1.2.a Jumlah laporan pemadaman 1.2.a Jumlah jenis dokumen pelaporan
penanganan gangguan tibum tranmas pengawasan pelanggaran peraturan kebakaran perangkat daerah yang tersusun
perundangan daerah oleh PPNS (LKjIP, LKPJ, LPPD, SKM, SPM,
Evaluasi RKPD, Pengukuran Kinerja
Tribulan )
2.2.b Jumlah peserta koordinasi
penyelidikan dan pengawasan
pelanggaran perda dan perkada
Sub Kegiatan OPD 1.3 Koordinasi Penyelenggaraan 2.3 Penanganan atas Pelanggaran 1.3  Penyelamatan dan Evakuasi Korban 2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Ketentraman dan Ketertiban Umum Peraturan Daerah dan Peraturan Kebakaran dan Non Kebakaran
serta Perlindungan Masyarakat Bupati/Wali Kota
Tingkat Kabupaten / Kota
Indikator Sub Kegiatan OPD Jumlah laporan patroli wilayah terkait i2.3.a Jumlah laporan penindakan non 1.3.a Jumlah laporan penyelamatan dan 2.1.a Jumlah ASN yang terbayarkan gaji
ketertiban umum yustisi terhadap pelaku / obyek evakuasi korban kebakaran dan non dan tunjangannya
pelanggaran perda kebakaran
2.3.b Jumlah laporan penertiban dan 1.3.b Jumlah jenis sarana dan prasarana
penegakan perda dan perkada non kebakaran yang tersedia
2.3.c Jumlah laporan monitoring, evaluasi
dan validasi data pelanggar perda dan
perkada
2.3.d Jumlah peserta koordinasi penegakan
perda dan perkada
Sub Kegiatan OPD 1.4 Pemberdayaan Perlindungan 3.1 Pengembangan Kapasitas dan Karier 2.1 Pendataan Sarana Prasarana Proteksi 2.2 Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Masyarakat dalam Rangka PPNS Kebakaran Keuangan Bulanan / Triwulanan /
Ketentraman dan Ketertiban Umum Semesteran
Indikator Sub Kegiatan OPD 1.4.a Jumlah anggota linmas yang terlibat i3.1.a Jumlah PPNS yang memperoleh 2.1.a Jumlah peralatan dan perlengkapan 2.2.a Jumlah jenis Laporan Keuangan yang
dalam kegiatan Satpol PP pengembangan kapasitas dan pemadam kebakaran yang terpenuhi tersusun (Bulanan/Semesteran)
1.4.b Jumlah peserta pelatihan tanggap pengembangan karier 2.1.b Jumlah dokumen inventarisasi sarana
darurat gangguan trantibum dan prasarana proteksi kebakaran
yang tersusun
2.1.c Jumlah kendaraan operasional
pemadam kebakaran yang tersedia
2.1.d Jumlah hydrant yang tersedia
Sub Kegiatan OPD 1.5 Peningkatan Kapasitas SDM Satuan 2.2 Penilaian Sarana Prasarana Proteksi 3.1 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Polisi Pamongpraja dan Satuan Kebakaran Atribut Kelengkapannya
Perlindungan Masyarakat termasuk
dalam Pelaksanaan Tugas yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia
Indikator Sub Kegiatan OPD 1.5.a Jumlah anggota Satpol PP yang 2.2.a Jumlah jenis sarana prasarana 3.1.a Jumlah pakaian dinas dan

mengikuti kegiatan terkait Polisi
Pamong Praja

proteksi kebakaran yang dinilai

kelengkapannya yang terpenuhi




1.5b

Jumlah anggota Satpol PP yang
mengikuti peningkatan kapasitas SDM

Sub Kegiatan OPD

1.6

Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

Indikator Sub Kegiatan OPD

1.6.a

Jumlah jenis sarana dan prasarana
ketenteraman dan ketertiban umum
yang tersedia

1.6.b

Jumlah jenis sarana dan prasarana
ketenteraman dan ketertiban umum
yang terpelihara

Sub Kegiatan OPD

1.7

Penyusunan SOP Ketertiban Umum
dan Ketenteraman Masyarakat

Indikator Sub Kegiatan OPD

1.7.a

Jumlah jenis SOP ketertiban umum
dan ketenteraman masyarakat yang
tersusun

3.1 Pemberdayaan Masyarakat dalam 3.2 Sosialisasi Peraturan Perundang -
Pencegahan dan Penanggulangan undangan
Kebakaran, melalui Sosialisasi dan
Edukasi Masyarakat
3.1.a Jumlah peserta sosialisasi dan 3.2.a Jumlah event daerah dan hari besar
pelatihan pencegahan dan nasional yang diikuti
penanggulangan kebakaran
3.2.b  Jumlah publikasi program / kegiatan
perangkat daerah
3.2.c Jumlah pegawai yang mendapatkan
fasilitasi pembinaan kepegawaian
4.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik
/ Penerangan Bangunan Kantor
4.1.a Jumlah jenis komponen instalasi listrik
/ penerangan bangunan kantor yang
tersedia
4.2 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
4.2.a Jumlah perlengkapan gedung kantor
yang terpenuhi
4.2.b  Jumlah peralatan gedung kantor yang
terpenuhi
4.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4.3.a Jumlah jenis peralatan rumah tangga
kantor yang tersedia
4.4 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
4.4.a Jumlah dos /kotak/porsi makanan dan
minuman yang tersedia
4.4.b  Jumlah jenis alat tulis kantor yang

tersedia




4.5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan

4.5.a Jumlah barang cetakan yang tersedia

4.5.b  Jumlah lembar penggandaan

4.6 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - undangan

4.6.a Jumlah bahan bacaan yang tersedia

4.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD

4.7.a Jumlah rapat - rapat koordinasi dan
konsultasi regional dan nasional yang
diikuti

5.1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

5.1.a Jumlah rekening yang terbayarkan
(termasuk listrik, air, telepon, internet )

5.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor

5.2.a Jumlah iuran kebersihan yang
terbayarkan

5.2.b Jumlah tenaga penunjang perkantoran
yang tersedia

6.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional atau
Lapangan

6.1.a Jumlah kendaraan dinas / operasional
yang terpelihara

6.1.b Jumlah kendaraan dinas yang
terbayarkan pajak dan perizinannya

6.2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya




6.2.a

Jumlah jenis peralatan gedung kantor
yang terpelihara (termasuk komputer,
laptop, PC, printer, TV, Scanner,
Kamera, Mesin Fax)

6.3 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

6.3.a Jumlah bangunan kantor yang
terpelihara

6.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

6.4.a Jumlah jenis perlengkapan gedung

kantor yang terpelihara (termasuk AC,
Exaust fan, kipas angin yang
menempel di dinding, mebelair )




